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       Salah satu kegiatan ekonomi Islam atau dapat disebut muamalah yaitu 
sewa-menyewa, ini merupakan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari 
sejak zaman dahulu hingga kini. Salah satu sewa menyewa dalam hal 
bermuamalah ialah sewa menyewa kontrakan. Pada umumnya setiap kontrakan 
memiliki ukuran, fasilitas dan tarif yang sama akan tetapi berbeda halnya 
dengan kontrakan Sadewa yang terletak di Desa Umpu Kencana, Kecamatan 
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan tersebut terdapat kejanggalan pada 
pembayaran sewa-menyewa kontrakan, dimana terdapat perbedaan tarif, 
kontrakan tersebut memiliki fasilitas yang sama namun dengan tarif yang 
berbeda, bahkan memiliki ukuran yang sama akan tetapi pemilik kontrakan 
membedakan tarif pada tiap-tiap orang yang menyewa kontrakan tersebut. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik perbedaan tarif 
sewa kontrakan dengan fasilitas sama di kontrakan Sadewa di Desa Umpu 
Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan tarif sewa kontrakan 
dengan fasilitas sama di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kabupaten Way Kanan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
bagaimana praktik perbedaan tarif sewa kontrakan dengan fasilitas sama pada 
kontrakan Sadewa di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang 
perbedaan tarif sewa kontrakan dengan fasilitas sama di Desa Umpu Kencana, 
Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang 
akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (field Research), kemudian 
setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa data secara kualitatif 
dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat dikemukakan bahwa dalam praktik perbedaan tarif sewa kontrakan 
dengan fasilitas sama di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kabupaten Way Kanan merupakan suatu kebijakan dan keputusan dari pemilik 
kontrakan. Prosedur sistem yang terjadi pada kontrakan Sadewa dilakukan 
dengan penyewa mendatangi pengelola kontrakan dengan menunjukkan 
identitas diri, pemilik kontrakan menunjukkan tempat kontrakan yang hendak 
disewakan kemudian pemilik menentukan besaran tarif sewa dari domisili atau 
tempat tinggal pihak penyewa yang berlaku di Kartu Tanda Penduduknyadan 
Penetapan harga ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan karena sesuai 
dengan ketentuan syara’. Akan tetapi penetapan perbedaan tarif sewa di 
Kontrakan Sadewa tentulah tidak adil. Sedangkan dalam syariat Islam 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul 
skripsi ini serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud 
dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini maka secara singkat terlebih 
dahulu akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan pokok 
permasalahan yang akan dibahas “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Perbedaan Tarif Sewa Kontrakan dengan Fasilitas Sama (Studi di 
Kontrakan Sadewa, di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan 
Umpu, Kabupaten Way Kanan)” berikut istilah yang akan dibahas ialah:  
Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan 




Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 
diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi umat yang beragama Islam. 
Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum 
kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber 




                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, edisi kedua, 1997), h. 1078. 
2
 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17. 
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Sewa-menyewa adalah perjanjian, dimana pihak yang 
menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan pada pihak penyewa 
kenikmatan atau suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran 
harga sewa tertentu (pasal 1548 KUHPdt).
3
 
Kontrakan yaitu yang dikontrak atau disewa (tentang rumah), 
Rumah Kontrakan yaitu rumah yang disewa dengan waktu yang 
ditentukan (misal 1 tahun, 2 tahun). 
Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, 
(kemudahan).
4
 Fasilitas yang disediakan oleh pemilik kostan seperti lemari 
dan kasur. 
Beberapa  pengertian diatas dapat dipahami bahwa skripsi ini 
adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas terhadap Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Perbedaan Tarif Sewa Kontrakan dengan Fasilitas 
Sama di Kontrakan Sadewa di Desa Umpu Kencana, Kecamatan 
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai alasan penulis memilih 
judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Tarif  Sewa 
Kontrakan dengan Fasilitas Sama (Studi di Kontakan Sadewa di Desa 
Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)” 
yaitu sebagai berikut : 
                                                             
3
 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 
2010),h. 345. 
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 




1. Alasan Objektif 
Seiring berkembangnya zaman terdapat berbagai macam sewa-
menyewa. Salah satunya yaitu sewa-menyewa dengan tarif berbeda 
fasilitas sama, karena dengan sewa-menyewa tersebut terdapat 
ketidakjelasan harga sewa dan menimbulkan ketidakadilan terhadap 
para penyewa kontrakan Sadewa yang lain. 
2. Alasan Subjektif 
Bahwa judul penelitian ini sesuai dengan pokok ilmu yang penulis 
pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya 
literatur dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan ekonomi adalah suatu aspek dalam kehidupan 
bermasyarakat, disamping aspek sosial, hukum politik, budaya dan 
lainnya.
5
 Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt adalah makhluk 
sosial, yang artinya manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi 
dan bersosialisasi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup 
yang bermasyarakat
6
. Kegiatan perekonomian sangatlah penting dalam 
kehidupan bermasyarakat. Muamalah (perhubungan antara sesama 
manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari bagi setiap 
muslim. Muamalat merupakan perhubungan antara sesama manusia yang 
                                                             
5
  Abdullah Sidik, Inti Dasar Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h.2. 
6
 Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam, (Surabaya: 
Central Media, 1992), h.74. 
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Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala 
perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan 
memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku 
manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai 
rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah 
manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing 
sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-
dasar nilai ilmiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah 
masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat 
memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah mencapai falah di 
dunia dan di akhirat, bukan individual.
8
 
Salah satu kegiatan ekonomi Islam atau dapat disebut muamalah 
yaitu sewa-menyewa, ini merupakan peranan penting dalam kehidupan 
sehari-hari sejak zaman dahulu hingga kini. Kita dapat membayangkan 
betapa kesulitan akan timbul dalam kegiatan sehari-hari, seandainya sewa-
menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum.
9
 
Setiap kontrakan pada umumnya memiliki ukuran fasilitas dan tarif 
yang sama tetapi berbeda halnya dengan kontrakan Sadewa yang terletak 
                                                             
7
 Ahmad Isa Asyur, Fiqhul Muyassar Fi Al Muamalat, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 
h.21. 
8
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cet. Ketiga), 
h.7. 
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di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way 
Kanan tersebut terdapat kejanggalan pada pembayaran sewa-menyewa 
kontrakan, dimana terdapat perbedaan tarif dalam sistem sewa menyewa, 
kontakan tersebut memiliki fasilitas yang sama namun dengan tarif yang 
berbeda.  
Tarif sewa perkamar di Kontrakan Sadewa sebesar Rp. 400.000-
Rp. 450.000 perbulan dan tarif sewa kontrakan di Sadewa pertahun 
mencapai harga Rp.4.000.000-Rp.4.500.000 pertahunnya. Fasilitas yang 
terdapat dalam kontrakan Sadewa sama rata yaitu adanya kasur, lemari dan 
kamar mandi yang berada diluar. Kontrakan Sadewa memiliki ukuran 
yang sama akan tetapi pemilik atau pengelola kontrakan membedakan tarif  
pada tiap-tiap orang yang menyewa kontrakan tersebut. Sedangkan jarak 
antara penyewa hanya terhitung hari. Dengan demikian apa yang terjadi 
pada sewa-menyewa kontrakan di kontrakan Sadewa di Desa Umpu 
Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan tersebut 
terjadi ketidakadilan dalam penyewaan kontrakan. Berdasarkan keterangan 
diatas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang 
lebih jelas mengenai sewa-menyewa kontrakan tersebut, karena adanya 
ketidakadilan bagi para pihak penyewa. Penelitian ini berjudul “Perbedaan 
Tarif Sewa Kontrakan Dengan Fasilitas Sama Studi di Kontrakan Sadewa 





D. Fokus Penelitian 
Penelitian atau  research yang bertujuan untuk mencari suatu hal 
yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus 
penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, 
maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan 
penelitian.
10
 Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Tarif Sewa Kontrakan 
Dengan Fasilitas Sama, Studi di Kontrakan Sadewa di Desa Umpu 
Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. 
E. Rumusan Masalah 
Rumusan Masalah dalam penelitian ini berdasarkan Latar belakang 
masalah  di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktik Perbedaan Tarif Sewa Kontrakan Dengan Fasilitas 
Sama pada Kontrakan Sadewa di Desa Umpu Kencana, Kecamatan 
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Tentang Perbedaan Tarif Sewa 
Kontrakan Dengan Fasilitas Sama di Kontrakan Sadewa di Desa Umpu 
Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan ? 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan 
masalah diatas adalah sebagai berikut : 
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 Susiadi, Pedoman Penulisan Skripsi, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 
Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Rden Intan Lampung, 2015), h.95. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Perbedaan Tarif Sewa 
Kontrakan Dengan Fasilitas Sama pada Kontrakan Sadewa di Desa 
Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way 
Kanan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Perbedaan Tarif Sewa Kontrakan Dengan Fasilitas Sama di kontrakan 
Sadewa di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kabupaten Way Kanan. 
G. Signifikasi Penelitian 
Latar belakang masalah dan rumusan masalah serta tujuan penelitian di 
atas, maka diharapkan penelitian tentang Hukum Islam Terhadap 
Perbedaan Tarif Sewa Kontrakan Dengan Fasilitas Sama di Kontrakan 
Sadewa di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kabupaten Way Kanan dapat bermanfaat atau berguna baik secara praktis 
maupun teoritis. 
1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan 
bagi penulis dan pembaca mengenai praktik perbedaan tarif sewa 
kontrakan dengan fasilitas sama. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 
dan pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum 
dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas 




H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang 
riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta 
proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 
Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan 
(Field Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu 
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
11
 Pada hakikatnya 
penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara 
khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat. 
Penulis akan langsung mengamati Praktik Perbedaan Tarif Sewa 
Kontrakan dengan Fasilitas Sama pada Kontrakan Sadewa di Desa 
Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way 
Kanan. 
2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 
analisis, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 
menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang 
hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, 
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menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi 
saat ini. 
Kaitan dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk 
melakukan analisis dengan apa adamya tentang praktik perbedaan tarif 
sewa kontrakan dengan fasilitas sama pada kontrakan Sadewa di Desa 
Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way 
Kanan. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, 
pendapat dan lain-lain). Dalam penelitian ini data primer diperoleh 
dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik perbedaan 
tarif sewa kontrakan dengan fasilitas sama pada Kontrakan Sadewa 
di Desa Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kabupaten Way Kanan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh 
peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang 
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan 
pokok bahasan dalam kajian ini, akan tetapi mempunyai relevansi 
10 
 
dengan permasalahan yang akan dikaji.
12
 Sumber data sekunder 
yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber 
yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain : 
al-Qur’an, hadis, buku-buku, kitab-kitab fiqih dan literatur-literatur 
lain yang mendukung. 
4. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas 
obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
13
 Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 1 
Pemilik Kontrakan dan 4 pihak penyewa. Jadi karena populasi dalam 
penelitian ini kurang dari 100 maka penelitian ini menggunakan 
penelitian populasi.  
5. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
a. Wawancara 
     Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun 
tidak berhadapan atau memberikan daftar pertanyaan untuk 
dijawab. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 
pihak yang terkait yakni pemilik kontrakan dan 4 penyewa 
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11 
 
kontrakan yang sudah melakukan praktik sewa menyewa kontrakan 
pada kontrakan Sadewa di Desa Umpu Kencana, Kecamatan 
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Hal ini dilakukan 
dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, menarik 
dan menimba kepribadian individu. 
b. Dokumentasi 
      Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, koran, 
majalah dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun serta 
memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa 
arsip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan 
dengan permasalahan penelitian. Adapun data yang dimaksud 
disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan. 
6. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
maupun angka ringkasan dengan penggunaan cara-cara atau rumus-
rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data 
terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-
langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
     Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data 
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk 
12 
 
(raw data) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.
14
 Dalam 
proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup 
lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.  
b. Sistematisasi Data (systematizing) 
     Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 
mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit 
diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah. 
7. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisa data kualitatif. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam 
yaitu agar dapat memberikan pemahaman kepada para pihak yaitu 
pemilik kontrakan dan 4 penyewa kontrakan Sadewa mengenai unsur 
ketidakadilan dalam transaksi sewa-menyewa kost. 
Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang 
bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menjadi 
kejadian yang bersifat khusus.
15
 Metode ini digunakan dalam 
gambaran umum proses pelaksanaan praktik perbedaan tarif sewa 
kontrakan dengan fasilitas sama melalui penelaahan dari gambaran 
umum tersebut berusaha ditemukan kesimpulan yang bersifat khusus. 
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1. Pengertian Akad 
 
Kata akad menurut bahasa berasal dari kata Al-Aqd, yang berarti 
mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (ar-rabt).
1
 Akad dalam 
pengertian Islam adalah berasal dari kata al-Aqd bentuk masdar kata „Aqada 
dan jamaknya adalah al-Uqud yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau 
kontrak. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, bahwa kata al-Aqd 
berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al-ittifaq).
2
 Kata akad 
menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain 
dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari‟atkan. 
Kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum yakni 




Adapun akad menurut istilah ada beberapa pendapat diantaranya 
adalah Wahbahal-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 
yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan atau 
keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara‟ 
dan memiliki implikasi hukum tertentu. Sedangkan menurut Hasbi Ash-
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h. 68. 
2
 Teguh Suripto, “Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa 
Mui Dewan Syariah,” Media Wisata 17, no. 2 (2019), h. 81. 
3
 Abdullah Al-Muslih dan Shalah As-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: 





Shiddieq bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang 
dibenarkan syara‟ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. 
4
 
Perkataan al-„aqd mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, 
maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang 
kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan 
pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang 
mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.
5
 
Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi‟iyah, 
dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk 
mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, 
pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, Ijarah, 
Wakalah, dan Rahn.
6
 Pengertian akad secara khusus yaitu ijab dan qabul 
yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (ma‟qud 
„alaih).
7
 Ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang telah sesuai dengan 
syari‟at Islam akan memberikan pengaruh terhadap objeknya. Memberikan 
pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum 
yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang milik penjual 
pada akad jual beli, dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab 
dan qabul yang menunjukan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan 
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akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.
8
 Akad menurut Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 
dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 
hukum tertentu.
9
 Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang 
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu 
pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua 
pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. 
Secara bahasa akad adalah ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu 
secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu pihak kepada pihak yang 
lain.
10
 Secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari beberapa segi 
umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan 
pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama syafi‟iyah, Hanafiyah dan 
Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 
keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan dan segala sesuatu 
yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, 
perwakilan dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh 
ulama fiqih antara lain:
11
 
a) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan 
syara‟ yang berdampak pada objeknya. 
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b) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara‟ pada segi 
yang tampak dan berdampak pada objeknya. 
c) Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan 
keridhaan kedua belah pihak. 
d) Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan 
seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. 
Akad perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih, dimana pihak pertama melakukan pernyataan penawaran sebagai ijab 
atas pemindahan kepemilikan atau tukar manfaat dan pihak kedua 
melakukan penerimaan yang dimaksud dari pihak pertama yang semua ini 
haruslah sesuai kesepakatan bersama dan tidak adanya paksaan antara salah 
satu pihak yang melakukan akad. 
Beberapa Uraian yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan 
bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak 
atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu 
yang telah sesuai dengan syari‟at Islam dan memberikan pengaruh terhadap 
objeknya. 
2. Dasar Hukum Akad 
Dasar hukum Akad termuat dalam firman Allah SWT dalam Al-
Qur‟an Surah Al-Maidah (5) ayat 1:
12
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                          
                            
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. 
Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan 
kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (q.s. 
Al-Maidah (5): 1). 
 
  Kandungan dalam Al-Qur‟an Al-Maidah (5) ayat 1 adalah Allah 
SWT memerintahkan umatnya untuk senantiasa bertanggung jawab atas 
proses akad yang telah disepakati. Allah SWT melarang umatnya untuk 
melakukan akad terhadap sesuatu yang dihalalkan dalam syariat Islam. 
Allah SWT telah menentukan hukum akad untuk kebaikan umatnya. 
  Adapun istilah Al-Ahdu atau perjanjian seperti yang dijelaskan 
dalam Al-Qur‟an surat Ali „Imran (3) ayat 76 sebagai berikut:  
                   
 
Artinya: “Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka 
sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Ali 
„Imran (3): 76) 
 
Istilah ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu kepada pertanyaan 
seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan 
orang lain.
13
 Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan 
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persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh 
kepada perjanjian yang dibuat oleh perjanjian tersebut, seperti yang 




Kemudian firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa‟ (4) 
ayat 29:  
                       
                      
     
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali 
dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah 
kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha 
Kasih Sayang kepada kalian”. (Q.S An-Nisa‟ (4): 29). 
 
Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah Al-Isra‟ (17) ayat 34: 
                     
             
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggung jawabnya.” (Q.S Al-Isra‟ (17): 34). 
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Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah Al-Maidah ayat 1: 
              
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”
15
 
Akad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup, janji seorang 
hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam 
pergaulan sehari-hari dengan sesamanya. Untuk menjamin kebaikan-
kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua 
belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang 
berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-
masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
16
 
3. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun Akad 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang 
membentuk sesuatu itu disebut rukun.
17




1) Aqid yaitu orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri 
dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
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2) Ma‟qud „alaih yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda-
benda yang dijual dalam akad jual beli. 
3) Maudhu‟ al-„aqd yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 
Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Tujuan pokok 
akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. 
4) Shighat al-„aqd yaitu ijab dan qabul, ijab adalah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 
gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul 
adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad dan diucapkan 
setelah adanya ijab. 




1) Jelas menunjukkan ijab dan qabul, artinya masing- masing dari ijab 
dan qabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang 
yang berakad. 
2) Bersesuaian antara ijab dan qabul. Kesesuaian itu dikembalikan 
kepada setiap yang diakadkan. Apabila seseorang mengatakan jual, 
maka jawabannya adalah beli atau sejenisnya. 
3) Bersambung antara ijab dan qabul. Ijab dan qabul berada dalam satu 
tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan atau pada 
                                                 
19









b. Syariat Akad 
Syariat-syariat dalam proses akad adalah sebagai berikut:
 21
 
1) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli. 
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum akad. 
3) Akad itu diizinkan oleh syara‟ dilakukan oleh orang yang mempunyai 
hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan di aqid 
sendiri. 
4) Janganlah akad itu yang dilarang syara‟. 
5) Akad dapat memberikan manfaat. 
6) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. 
7) Bertemu di majelis akad. 
8) Berakhirnya akad. 
4. Macam-Macam Akad 
Bentuk akad dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuknya dan 
kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis-
jenis akad.
22
 Berikut adalah macam-macam akad dalam Islam: 
a. Ditinjau dari sifat akad secara syari‟at, akad dibagi 2 macam yaitu Aqad 
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1) Akad shahih (Aqad Shahih), yaitu akad yang memenuhi rukun dan 
syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh 
akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah 
pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad 
shahih ini menjadi dua macam yaitu: 
a) Aqad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang 
dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada 
penghalang untuk melaksanakannya. 
b) Aqad Mauquf, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap 
bertindak hukum, tetapi orang tersebut memiliki kekuasaan untuk 
melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut. 
2) Akad yang tidak shahih (Aqad Ghairu Shahih), yaitu akad yang 
terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat 
hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang 
berakad.
24
 Ulama Hanafiyah membagi akad ghairu shahih kepada 
akad batil dan fasid. Akad batil adalah akad yang kurang rukun dan 
syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, 
seperti salah seorang tidak cakap hukum atau gila. Sedangkan akad 
fasid adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syari‟at. Namun, 
terdapat unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad tersebut 
menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari 
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b. Akad dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu akad bernama dan tidak 




1) Akad Bernama 
Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh 
pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang 
berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.
27
 Al-Kasani 
menyebutkan beberapa jenis akad bernama, sebagai contoh dalam 
karya fikihnya, kita dapati akad bernama itu meliputi sebagai berikut: 
a) Sewa-menyewa (Al-Ijarah) 
b) Penempaan (Al-Istishna‟) 
c) Jual beli (Al-Bai‟) 
d) Penanggungan (Al-Kafalah) 
e) Pemindahan utang (Al-Hiwalah) 
f) Pemberian kuasa (Al-Wakalah) 
g) Perdamaian (Ash-Shulh) 
h) Persekutuan (Asy-Syirkah) 
i) Bagi hasil (Al-Mudharabah) 
j) Hibah (Al-Hibah) 
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k) Gadai (Ar-Rahn) 
l) Penggarapan tanah (Al-Muzara‟ah) 
m) Pemeliharaan tanaman (Al-Musaqah) 
n) Penitipan (Al-Wadi‟ah) 
o) Pinjam pakai (Al-„Ariyah) 
p) Pembagian (Al-Qismah) 
q) Wasiat-wasiat (Al-Washaya) 
r) Perutangan (Al-Qardh) 
2) Akad Tidak Bernama 
Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus 
dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Akad tidak 
bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat umum 
maknanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri 
mengenainya. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian 
penerbitan, periklanan, dan sebagainya. 
c. Akad juga terdiri dari mengikat dan tidak mengikatnya, yaitu:28 
1) Akad mengikat (Al-„Aqd Al-Lazim) adalah akad dimana apabila 
seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat 
secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya 
tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi 
dua macam lagi, yaitu: 
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a) Akad mengikat kedua belah pihak seperti akad sewa-menyewa, 
jual beli, perdamaian dan seterusnya. 
b) Akad mengikat satu pihak, yaitu akad di mana salah satu pihak 
tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, 
akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan 
pihak pertama seperti akad kafalah dan gadai. 
2) Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat 
membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak 
mengikat ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
a) Akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat, seperti akad 
wakalah (pemberian kuasa), syirkah (persekutuan), akad hibah, 
akad wadi‟ah (titipan), dan akad „ariah (pinjam pakai). 
b) Akad yang tidak mengikat karena didalamnya terdapat khiyar 
bagi para pihak. 
5. Prinsip-Prinsip Akad 
Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 
berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 
a. Prinsip kebebasan berkontrak  
b. Prinsip perjanjian itu mengikat  
c. Prinsip kesepakatan bersama 
d. Prinsip ibadah 





f.  Prinsip kejujuran (amanah).
29
 
Bermu‟amalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut beberapa 
prinsip-prinsip akad mu‟amalah dalam Islam: 
1) Bermu‟amalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa 
mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap 
bentuk dari mu‟amalah antar individu atau pihak-pihak yang 
bersangkutan haruslah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan 
juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad.
30
 
2) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermu‟amalah. 
Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.
31 
Cacat-
cacat dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan 
adalah kebohongan, memanipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan 
kebathilan. Sedangkan menepati amanah adalah mengembalikan hak 
apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya  
dan tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal. 
3) Bermu‟amalah adalah adanya prinsip keadilan di antara kedua belah 
pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur 
pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
32 
Hal ini mengandung 
pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar 
mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu 
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diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan 
akalnya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual 
menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang 
dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermu‟amalah 
yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual beli 
gharar akad-akad dimana terjadi penyembunyikan cacat barang 
jualan. Hal ini merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad 
tersebut sah dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama 
ketika pembeli itu sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya 
didalamnya terdapat penganiayaan dan eksploitasi. 
4) Prinsip semua akad dan mu‟amalah tidak dapat sempurna kecuali 
dengan mengaharapkan ukuran dan membataskan harga.
33 
Semua 
mu‟amalah tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan 
harganya pun dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan 
pertengkaran sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun 
harganya. 
5) Prinsip dalam bermu‟amalah harus dilandaskan kejelasan, baik 
mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk 
menghindari jual beli gharar, sehingga barang yang dijual harus jelas 
kualitasnya, kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan 
juga waktu penyerahan barang. 
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6) Prinsip mu‟amalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan 
mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup 
masyarakat. Sehingga Islam mengaharamkan perdagangan barang yang 
membahayakan individu dan masyarkat.
34
 
7) Prinsip akad dapat diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua 
belah pihak tetap menghindari penipuan dan juga barang-barang yang 
dilarang diperjualbelikan. 
8) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua 
penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek 
monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang 
terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang 
hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya 
sehingga cenderung merugikan orang lain. 
6. Sah dan Batalnya Akad 
Sah dan batalnya dalam proses akad terdapat beberapa syarat. Berikut 
penjelasan tentang akad dan batalnya akad: 
1) Akad Sah 
Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi 
keberadaanya juga harus sah secara syar‟i agar akad tersebut dapat 
melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang 
membuatnya. Terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad belum serta 
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merta menjadi sah. Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi 
beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu: 
1. Bebas dari gharar 
2. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan 
3. Bebas dari syarat-syarat fasid 
4. Bebas dari riba untuk akad atas beban 
Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah atau 
tidaknya suatu akad. Apabila suatu akad tidak terpenuhi empat syarat 
tersebut meskipun rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, akad akan 
menjadi tidak sah dan disebut akad fasid. Suatu akad akan menjadi sah 
apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah 
apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Beragamnya 
jenis syarat-syarat akan membuat kebatalan dan keabsahan akad menjadi 
bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat itu 
terpenuhi. Dalam Mazhab Hanafi, tingkat kebatalan dan keabsahan itu 
dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan 
akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat 
keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah: 
1) Akad batil 
2) Akad fasid 
3) Akad mauquf 





5) Akad nafiz lazim.35 
2) Akad Batil (Batal) 
Kata batil dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab bathil, 
yang secara Fleksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan 
akibatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “batil 
berarti batal atau tidak benar”
 
dan “batal diartikan tidak berlaku atau 
tidak sah”.
 




Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat 
sebagai akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya.
37 
Akad 
yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarak dan karena itu tidak 
sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat 
terbentuknya akad, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah 
satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak 
terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya, 
apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya. 
Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan 
syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut: 
1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i, dan oleh 
karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun. Akad anak 
kecil atau orang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda 
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yang tidak berharga dalam pandangan syarak seperti narkoba atau 
benda mubah yang tak bertuan. 
2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu 
wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum 
dilaksanakannya akad batil tersebut. 
3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin 
misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang 
sebenarnya tidak ada secara syar‟i dan juga karena pembenaran 
hanya berlaku terhadap akad maukuf. 
4) Akad batil tidak perlu difasakh (dilakukan pembatalan) karena akad 
ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. 
5) Ketentuan lewat waktu (At-Taqadum) tidak berlaku terhadap 
kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah, 
misalnya, akad itu adalah akad batil, dan penjual tidak menyerahkan 
tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, 
dimana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah 
tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad 
beberapa pun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap 
kebatalan.
38 
c. Akad Fasid 
Kata fasid berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang 
berarti rusak. Kata bendanya adalah fasad dan mafsadah yang berarti 
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kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan fasid: 
suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).
39
 Akad fasid, 
menurut ahli-ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut syarak 
sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.
40 
Perbedaanya dengan akad 
batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. 
Pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, 
dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad. 
Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau 
syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah 
memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak 
memenuhi syarat keabsahan akad. 
Mayoritas ahli hukum Islam Imam Maliki, Imam Syafi‟i, dan 
Imam Hambali tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. 
Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan 
tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Hukum 
akad fasid dibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi 
penyerahan objek) dan sudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek). 
d. Akad Mauquf 
Kata mauquf diambil dari kata Arab, mauquf, yang artinya terhenti, 
tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata maukif yang 
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berarti “tempat perhentian sementara”.
41 
Bahkan satu akar kata dengan 
kata “wakaf”. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak 
hukum si pemillik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut 
untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya. Terdapat dua 
penyebab kemaukufan dalam akad, yaitu: 
1) Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang 
dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan. 
2) Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena 
adanya hak orang lain pada objek tersebut. 
e. Akad nafidz gairu lazim 
Nafidz adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa 
Indonesia. Nafidz secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. 
Ada hubungannya dengan kata “tanfidz” yang sudah sering dipakai 
dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksaan, “tanfidziah” berarti 
eksekutif. Akad nafidz artinya adalah akad yang sudah dapat 
diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. 
Ketika para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga 
akadnya telah nafidz (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada 
kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh 
karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai 
apa yang disebut dengan hak-hak khiyar atau memang karena sifat asli 
dari akad itu memang tidak mengikat penuh. Akad yang tidak penuh itu 
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disebut gair lazim (tidak mengikat penuh) dalam arti masing-masing 
pihak atau salah satu pihak mempunyai hak untuk memfasakh 




7. Berakhirnya Akad 
Berakhirnya akad dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berakhirnya 
akad dengan fasakh dan berakhirnya akad dengan infisakh. 
a. Berakhirnya akad dengan fasakh 
Pemutusan (fasakh) adalah melepaskan perikatan kontrak atau 
menghilangkan atau menghapus hukum kontrak secara total seakan-akan 
kontrak tidak pernah terjadi. Fasakh adakalanya wajib adakalanya jaiz 
(boleh). Fasakh wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan 
syari‟ah, melindungi kepentingan (mashlahah) umum maupun khusus, 
menghilangkan gharar (bahaya, kerugian), dan menghindarkan 
perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan 
syariah. Sedangkan fasakh yang jaiz adalah fasakh yang dilakukan atas 
dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak. Fasakh terjadi karena hal-
hal berikut: 
1) Akad yang Tidak Lazim (Jaiz) 
Akad yang dimaksud tidak lazim adalah akad yang 
memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad-akad 
walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak 
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terkait hak orang lain.
43
 Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak 
lain dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasakh. 
2) Khiyar 
Pihak-pihak yang memiliki hak khiyar baik khiyar syart, 
khiyar „aib, khiyar ru‟yah dan lainnya dapat memilih antara 
melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah 
membatalkan akad, maka akadnya telah fasakh. Fasakh tersebut boleh 
dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam khiyar „aib 
(khiyar disebabkan terdapat kerusakan pada objek kontrak) setelah 
objek kontrak diterima.  
3) Iqalah 
Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak 
yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Iqalah 
dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut 
kembali kontrak yang dilakukannya. 
4) „Uyub Ridha (Cacat Ridha) 
Akad juga dapat di fasakh jika salah satu pihak tidak ridha, 
seperti ketika terjadi tadlis, ghoban, galath. Maka pihak yang 
dirugikan itu memiliki hak untuk memfasakh akad atau 
melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah fasakh, maka akad yang 
telah disepakati itu berakhir. 
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b. Berakhirnya Akad dengan Infisakh 
Infisakh, yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus demi 
hukum). Berikut adalah penyebab terjadinya Infisakh: 
1) Selesai masa kontrak 
Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad 
tersebut ditentukan waktunya seperti Ijarah atau dengan tercapainya 
tujuan akad tersebut seperti utang terlunasi dalam akad rahn dan 
kafalah dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad wakalah. 
2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan 
Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, 
seperti objek (tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum 
diserahkan kepada pembeli.  
3) Pelaku akad meninggal 
Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika 
meninggal salah satu pihak yang berakad, maka akad itu dengan 
sendirinya akan berakhir. Menurut Hanafiyah, kontrak Ijarah 
berakhir disebabkan kematian salah satu pihak. 
4) Akad yang fasid 
Akad yang Fasid itu dapat di fasakh oleh kedua pihak akad atau 
oleh pengadilan untuk menghindari fasid dalam akad. Karena kewajiban 
yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan.
44
 Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar 
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naqd) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada 
pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya 
tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam 
waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi 
apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal). 
 
B. Ijarah 
1. Pengertian Ijarah 
Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu yang jika 
diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pengganti. Dari sebab itu ats 
tsawab (pahala) dinamakan ajru (upah).
45 
Upah adalah mengambil 
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan 
menurut syarat- syarat.
46 
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) upah secara umum adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan 
sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga seseorang yang sudah 
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
47 
Upah adalah memberikan 
imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan barang itu diberikan menurut 
perjanjian yang telah disepakati.
48 
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Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan Ijarah menurut bahasa (etimologi) 
berarti bay al-manfa‟ah (menjual manfaat), dapat berupa manfaat suatu 
benda, jasa maupun imbalan tenaga seseorang.
49 
Sedangkan menurut istilah 
(terminologi) Ijarah diartikan sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat 
dengan jalan pergantian.
50
 Ijarah adalah akad terhadap manfaat dengan 
waktu tertentu disertai imbalan atau penggantian tertentu pula.
51
 Akad yang 
dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain 
Ijarah adalah pemilikan manfaat dari suatu yang halal dalam jangka waktu 
tertentu dengan imbalan ganti rugi.
52
  




a. Menurut Hanafiyah, ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap suatu 
manfaat dengan suatu imbalan. 
b. Ulama Mazhab Syafi‟i, ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap 
manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu 
imbalan tertentu. 
c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya ijarah sebagai 
pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan 
suatu imbalan. 
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d. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian. 
e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijarah adalah akad yang objeknya ialah 
penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan 
imbalan, sama dengan menjual manfaat. 
f. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang 
lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. 
g. Menurut MA. Tihami, al-Ijarah ialah akad yang berkenaan dengan 
kemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil 
manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. 
Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad Ijarah adalah 
akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan 
manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas. Kesepakatan antara 
pemilik barang dan pihak penyewa, pihak penyewa mendapat manfaat 
fungsi barang dengan membayar sewa, sedangkan dari pihak pemilik 
mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. 
2. Dasar Hukum Ijarah 
Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena 
itu syari‟at Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep Ijarah merupakan 
manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam 
kehidupan manusia.
54 
Ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum 
diperbolehkan akad Ijarah adalah Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟ para 
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Ulama. Penjelasan beberapa dasar hukum dari Ijarah diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
a. Al-Qur’an 
Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Ath-Thalaq:6 
                   
                         
                           
       
Artinya:“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana 
kamubertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah di thalaq) itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarohkanlah diantara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan 




Firman Allah Ta‟ala dalam Al-Qur‟an surat An-Nahl (16) ayat 97: 
                          
                 
 
Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami 





balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 





Firman Allah Ta‟ala dalam Al-Qur‟an surat Al-Qashash (28) ayat 26: 
                      
     
 
Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 
ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), 
sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil 
sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat 




Firman Allah Ta‟ala dalam Al-Qur‟an surat surat Al-Baqarah (2) ayat 
233: 
                                         
                                            
                                          
                                          
                                          
                                                 
          
 
Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 
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kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 
kesanggupannya.
57
 Janganlah seorang ibu menderita karena 
anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. 
Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 
permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233) 
 
b. As-Sunnah 
Dalil diperbolehkannya Ijarah selain telah disebutkan dalam 
Al- Qur‟an, juga dapat berlandaskan As-Sunnah yang dijadikan sebagai 
penjelas dan dasar hukum diperbolehkannya akad Ijarah. Dasar dari 
hadits yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah: 
 
 أَْعطُوا األَِجيَر أَْجَرهُ قَبَْل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ 
 
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW: berikan 
kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih No. 2443)
58
 
فَْليُْعلِْمهُ أَْجَرهُ َمِه اْستَأَْجر أَِجيًْرا    
Artinya: “Dari Abu Said Al-Khudri Ra. Bahwasannya Nabi SAW 
bersabda: “barang siapa memperkerjakan pekerja maka 
tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq)
59
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Dasar hukum Ijarah setelah Al-Qur‟an dan As-Sunnah adalah 
ijma‟. Umat Islam pada masa sahabat telah ber-ijma‟ bahwa Ijarah 
diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Adapun dasar dari ijma‟ 
adalah ulama Islam mulai dari sahabat, tabi‟in, dan empat imam yang 
sepakat disyariatkannya ijarah. Ibnu Qudamah rahimahullah 
menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi mulai dari ulama klasik 
hingga kontemporer dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya 
ijarah.
60
 Dengan adanya tiga dasar landasan hukum Al-Qur‟an dan As-
Sunnah ini menjadikan hukum diperbolehkannya Ijarah sangat kuat 
karena kedua dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum Islam 
yang utama. Berdasarkan beberapa uraian dasar hukum di atas, kiranya 
dapat dipahami bahwa Ijarah itu diperbolehkan dalam Islam, karena 
pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan 
membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain karena 
keterbatasan dan kekurangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, 
manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling 
membutuhkan, dan Ijarah adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang 
membutuhkan manusia lain dalam kehidupan. 
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3. Rukun dan Syarat Ijarah 
Pelaksanaan Ijarah kedua belah pihak yang berakad wajib memenuhi 
rukun dan syarat Ijarah, sehingga Ijarah dapat dikatakan sah dan tidak ada 
pihak yang dirugikan. Menurut ulama hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab 
dan qabul dengan menggunakan lafal ijarah, isti‟jar, iktiraa‟ dan ikraa‟. 
Adapun rukun dan syarat Ijarah adalah sebagai berikut: 
a. Rukun Ijarah antara lain: 
1) Orang yang berakad 
2) Sewa atau imbalan 
3) Manfaat 
4) Shighat (ijab dan qabul)
61
 
Mazhab Imam Asy-Syafi‟i dan Hambali menambahkan satu 
rukun lagi yaitu baligh. Menurut mereka akad anak kecil sekali pun 
sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.
62
 
Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan 
mengenai rukun Ijarah yang terdiri dari:
63
 
1) Shighat Ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam 
bentuk lain. 
2) Pihak–pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa 
dan penyewa/pengguna jasa. 
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3) Objek akad Ijarah, yaitu manfaat barang dan sewa/manfaat jasa. 
b. Syarat-syarat Ijarah 
Secara garis besar, syarat Ijarah ada empat macam, yaitu syarat 
terjadinya akad (Syurut Al-In „Iqad), syarat pelaksanaan Ijarah (Syurut 
Al-Nafadz), syarat sah (Syurut Al-Shihah), syarat lazim (Syurut Al- 
Luzum). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa 
Ijarah yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang 
melakukannya. Adapun syarat Ijarah yang disebutkan di atas adalah 
sebagai berikut: 
1) Syarat terjadinya akad (Syurut Al-In „Iqad). Syarat ini berkaitan 
dengan pihak yang melaksanakan akad.
64 
Menurut Ulama Syafi‟iyah 
dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Apabila orang 
yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, 
menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut 
mereka, Al-Ijarah-nya tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak 
harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun 
boleh melakukan akad Al-Ijarah. Namun, mereka mengatakan, 
apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad Al-Ijarah 
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2)  Syarat pelaksanaan Ijarah (Syurut Al-Nafadz). Akad Ijarah dapat 
terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah 
akad Ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan 
orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka 
Ijarah tidak sah. 
3) Syarat sah (Syurut Al-Shihah). Syarat ini ada terkait dengan para pihak 
yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah Ijarah adalah sebagai 
berikut: 
a) Adanya unsur suka rela dari pihak-pihak yang melakukan 
akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga 
menjadi syarat dalam Ijarah, tidak boleh ada keterpaksaan untuk 
melakukan akad dari para pihak. 
b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini 
ada untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang 
melakukan akad Ijarah. Kejelasan manfaat barang ini dengan 
menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan 
atau keterampilan bila sewa tenaga orang. 
c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. 
Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menyewa orang bisu 
untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat 
terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. 
d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah 





ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk 
melakukan maksiat atau suatu yang dialarang syara‟. 
e) Apabila Ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan 
yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau 
tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. 
Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah Ijarah atau menyewa jasa 
seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap 
mukmin. 
f) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil 
manfaat atas jasanya tersebut, semua manfaat yang disewakan 
adalah hak bagi yang menyewa. 
g) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau 
yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak 
diperbolehkan, misalnya menyewa kuda tunggangan untuk 
mengangkut barang. 
h) Syarat yang harus terkait dengan barang yang disewakan adalah, 
barang harus dapat diserah terimakan saat akad bila barang 
tersebut bergerak. 
i) Syarat terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus 
berharga dan jelas bilangan atau ukurannya. 
4) Syarat-syarat yang mengikat dalam Ijarah (Syurut Al-Luzum). 





a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang 
dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi cacat 
pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan 
tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan 
atau menghentikan akad. 
b) Terhindarnya dari udzur yang dapat merusak akad Ijarah. Udzur 




4. Macam-Macam Ijarah 
Melihat dari beberapa pengertian Ijarah yang telah di uraikankan di 
atas, Ijarah itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat, manfaat 
objek transaksi.
 
Dilihat dari segi objeknya, akad Al-Ijarah dibagi para 
Ulama fiqih kepada dua macam, yaitu: 
a. Al-Ijarah yang Bersifat Manfaat 
Contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, 
pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 
dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat 
menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Ijarah yang bersifat 
manfaat ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat 
dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik 
menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang 
kualitas manfaat barang. 
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2) Objek Ijarah dapat diserah terimakan secara langsung dan tidak 
mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak 
diperbolehkan akad Ijarah atas harta benda yang masih dalam 
penguasaan pihak ketiga. 
3) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syari‟at Islam, misal 
menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk 
maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain. 
4) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. 
Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah 
untuk dtempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi untuk diambil 
susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil buahnya, dan lain-
lain. 
5) Harta benda harus bersifat I s t i ‟ m a l y ,  yaitu harta benda yang 
dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan 
bagi zat dan pengurangan sifatnya.
67
 
b. Al-Ijarah yang Bersifat Pekerjaan 
Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan 
seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini, menurut 
para Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, 
seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.
68
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Ijarah yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis 
pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari atau sampai sebulan, 
harus ditentukan. Intinya dalam hal Ijarah pekerjaan, diharuskan 
adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan 
seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. 
2) Pekerjaan yang menjadi objek Ijarah tidak boleh berupa 
pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban 
musta‟jir seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan 
lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai Ijarah mu‟adzin, 
imam dan pengajar Al-Qur‟an, menurut fuqaha Hanifiyah dan 
Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan 
taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik 
dan Imam Syafi‟i melakukan Ijarah dalam hal-hal tersebut boleh, 




5. Berakhirnya Akad Ijarah 
Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 
adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ijarah merupakan akad 
pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah 
akan menjadi batal (fasakh) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 
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a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang atapnya bocor 
dan sebagainya. 
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan. 
d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 
ditentukan dan selesainya pekerjaan. 
e. Menurut Hanafiyah boleh fasakh Ijarah dari salah satu pihak, 
seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada 
yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.
70
 
f. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena 
akad Al-Ijarah, menurut mereka, tidak diboleh diwariskan. Sedangkan 
menurut Jumhur Ulama, akad Al-Ijarah tidak batal dengan wafatnya 
salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh 
diwariskan dan Al-Ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua 
belah pihak yang berakad. 
g. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada udzur dari salah satu pihak, 
seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang 
banyak, maka akad Al-Ijarah batal. Udzur-udzur yang dapat 
membatalkan akad Al-Ijarah itu, menurut Ulama Hanafiyah adalah salah 
satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, 
seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu 
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selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut 
jumhur Ulama, uzur yang boleh membatalkan akad Al-Ijarah itu 
hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju 
dalam akad Al-Ijarah itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.
71 
6. Hikmah Ijarah 
Ijarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern 
seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahnya kehidupan 
sehari-hari, apabila Ijarah ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak 
mengerti tata caranya. Karena itu, Ijarah dibolehkan dengan keterangan 
syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi 
kebutuhan sehari-hari.
72 Adapun hikmah Ijarah adalah sebagai berikut:
 
a. Membina ketentraman dan kebahagiaan 
Ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu‟jir dan 
musta‟jir sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan 
diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang 
memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila 
kebutuhan hidup terpenuhi maka musta‟jir tidak lagi resah ketika 
hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi upah mengupah 
dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang 
ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih 
tinggi dan dapat memenuhi kebutuhannya. 
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b. Memenuhi nafkah keluarga 
Kewajiban seorang muslim yang sudah berkeluarga adalah 
memberi nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak dan 
tanggung jawab lainnya. 
c. Memenuhi hajat hidup manusia 
Adanya transaksi Ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka 
akan mampu memenuhi hajat masyarakat baik yang ikut bekerja 
maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ujrah merupakan 
akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama. 
d. Menolak kemungkaran 
Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran 
yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada 
intinya hikmah Ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
C. Tinjauan Pustaka 
Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, 
beberapa sumber yang memeliki keterkaitan penelitian yang dilakukan yaitu 
sebagai berikut: 
1. Penelitian telah dilakukan oleh Deriani tahun 2017 yang berujudul 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan 
Pokok Dengan Jumlah Banyak dan Sedikit Studi di Pasar Tugu Bandar 
Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga 





Tugu  Bandar  Lampung dan  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  tentang  
perbedaan  harga  dalam  jual  beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan 
sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
(untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku) dengan melakukan 
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melalui 
observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data 
(sistematizing). Adapun analisis data secara kualitatif dengan pendekatan 
berfikir metode induktif.  
Hasil penelitian penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan 
jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah 
berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan berlaku saat itu, kemudian 
dengan membedakan harga bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit, 
perbedaan harga yang terjadi hanya untuk bahan pokok jenis tertentu saja, 
tidak semua bahan pokok mengalami perbedaan harga, dan mengenai 
perbedaan harga yang terjadi di Pasar Tugu Bandar Lampung telah sesuai 
dengan konsep harga dalam Islam, sehingga perbedaan harga dalam jual beli 
bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar 
Lampung ini diperbolehkan (mubah).
73
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2. Penelitian telah dilakukan oleh Ayu Nur Atika tahun 2019 yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana 
Hiburan Pada Hari Biasa Dan Libur di Waterpark Rizki Baradatu”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan harga dalam jual beli 
dan pandangan hukum Islam terhadap perbedaan harga tiket masuk di 
wahana hiburan pada hari biasa dan hari libur di Waterpark Rizki Baradatu. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif (untuk mendeskripsikan apa-apa yang 
saat ini berlaku) dengan melakukan penelitian lapangan (field research). 
Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan 
dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
editing dan sistematisasi data (sistematizing). Adapun analisis data secara 
kualitatif dengan pendekatan berfikir metode induktif. 
Hasil penelitian penentuan harga dalam jual beli tiket wahana hiburan 
pada hari biasa dan hari libur di Waterpark Rizki Baradatu adalah dimana 
harga jual beli tiket berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan berlaku 
hingga saat ini yaitu dimana harga tiket untuk per orangnya baik anak-anak 
maupun yang dewasa, berkisar antara Rp.10.000 pada hari biasa (Senin-
Jum‟at), Rp.15.000 – Rp.20.000 pada hari libur (Sabtu-Minggu) serta hari 
libur besar lainnya seperti hari raya dan tahun baru. Dan mengenai 
perbedaan harga yang terjadi di Waterpark Rizki Baradatu di perboleh 
menaikkan harga dikarenakan untuk menutupi harga operasional karyawan 
serta telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, adapun proses jual beli 





Islam, seperti dalam kaidah fiqh dan hadits yang diriwayahkan oleh 
HR.Imam Lima sehingga perbedaan harga dalam jual beli tiket di wahana 
hiburan pada hari biasa dan hari libur di Waterpark Rizki Baradatu ini di 
perbolehkan (mubah).
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 Skripsi ini berbeda dengan yang akan peneliti 
lakukan meskipun sama-sama membahas tentang perbedaan harga sewa 
kontrakan. Penelitian yang peneliti lakukan akan terfokus pada perbedaan 
domisili para penyewa. 
3. Penelitian telah dilakukan oleh Ade Mareta Handayani tahun 2019 yang 
berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak di 
Pasar Unyil Desa Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten 
Tulang Bawang Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan 
hukum Islam tentang perbedaan harga sewa lapak di pasar Unyil Desa 
Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang 
Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-integratif (penelitian pada 
lapanganjuga teori-teori pustaka) dengan melakukan penelitian lapangan 
(field research). Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, 
wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga lapak pasar Unyil, 
terdapat perbedaan harga berdasarkan ikatan keluarga dari pihak penyewa. 
Perbedaan harga tersebut dilakukan untuk membantu pihak keluarga di Desa 
yang menyewa lapak. Harga sewa lapak lebih tinggi ditetapkan bagi 
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penduduk luar Desa Gunung Agung.
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 Skripsi ini berbeda dengan yang akan 
peneliti lakukan walaupun sama-sama membahas tentang perbedaan harga 
sewa, namun penelitian yang peneliti lakukan akan terfokus pada perbedaan 
harga sewa berdasarkan Domisili para pihak penyewa kontrakan Sadewa di 
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